
a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
perlu dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar penyusunan
dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan,
pengembangan karier, pola karier, promosi dan mutasi
pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditetapkan
dengan Peraturan Gubernur;

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan
Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008
tentang organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum
Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah

GUBERNURJAWATENGAH,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNURJAWATENGAH

NOMOR 57 TAHUN 2018
TENTANG

URAIANJABATANPEGAWAINEGERI SIPIL
DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIJAWATENGAH

Mengingat

Menimbang



Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gubemur adalah Gubemur Jawa Tengah.

3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.

4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan.

5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan kerja
organisasi negara.

6. Unit Kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja perangkat daerah yang
berada dibawah unit organisasi atau dibawah pimpinan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

7. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasall

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURANGUBERNURTENTANGURAIANJABATANPEGAWAI
NEGERISIPILDI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINSIJAWA
TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 14);

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor85);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012
tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor483);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman
Analisis Jabatan;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;



a. identitas jabatan;

b. ringkasan tugas;

c. rincian tugas;

d. wewenang;

e. tanggung jawab;

f. hasil kerja;

g. bahan kerja;

h. perangkat kerja;

1. hubungan jabatan;

J. keadaan tempat kerja;

k. upaya fisik;

1. kemungkinan resiko bahaya;

m. syarat jabatan.

Pasal3

(1) Uraian Jabatan PNSDaerah terdiri dari:

BABIII
URAIANJABATAN

BABII

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai alat/instrument untuk
melaksanakan manajemen PNS.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini sebagai dasar penyusunan dan
penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai.

9. Instansi Daerah adalah Perangkat daerah Provinsi, dan Perangkat daerah
Kabupaten/Kota, yang meliputi Sekretariat daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.

10. Analisis Jabatan adalah Proses, metoda dan teknik untuk memperoleh data
jabatan, mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyajikannya bagi
kepentingan program kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan
perencanaan diklat.

11. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan karakteristik jabatan,
seperti nama jabatan, kode jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uraian
tugas, hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, kondsisi lingkungan kerja dan
syarat jabatan.

8. Instansi Pusat adalah kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
Kesekretariatan Lembaga Negara, dan Kesekretariatan Lembaga
Nonstruktural.





f(

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah meliputi bidang pemerintahan dan otonmi daerah,
perekonomian dan kesejahteraan rakyat, organisasi perangkat daerah
serta kesekretariatan daerah provinsi.

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Mengarahkan dan mengendalikan implementasi kebijakan teknis,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kebijakan
Daerah bidang pemerintahan dan otonmi daerah, perekonomian dan
kesejahteraan rakyat, organisasi perangkat daerah serta penyelenggaraan
kesekretariatan daerah provinsi.
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1. NAMA JABATAN
Sekretaris Daerah Provinsi J awa Tengah
1.1 Kode Jabatan : 14.01.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

1. SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 57 TAHun 2018
TENTANG
URAIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH



3.2 Merumuskan perencanaan operasional kegiatan dan anggaran
bidang bidang Umum, keuangan, persidangan, humas untuk
pedoman operasional pelaksanaan kegiatan.
1) Menelaah pelaksanaan kegiatan dinas;

3. RINCIANTUGASJABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang bidang Umum,

keuangan, persidangan, humas untuk pedoman pelaksanaan tugas
kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

2. RINGKASANTUGASJABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pcngoordinasian, pcmbinaan, pclak.sariaa n , pcmantauan, cvalua.si, dan
pelaporan bidang Umum, keuangan, persidangan, humas untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

KABAG HUMASKABAG.
KEUANGAN

KABAG. UMUM
KABAG.

PERSIDANGAN

1.1 KodeJabatan : 14.02.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMAJABATAN
Sekretaris DPRDProvinsi Jawa Tengah.

KASUBBAG. TU
KASUBBAG. KASUBBAG.

DAN
RENCANA RAPAT DAN KASUBBAG.

KEPEGAWAIAN
PROGRAM, RISALAH PUBLIKASI
MONEV

KASUBBAG.
KASUBBAG. KASUBBAG.

KASUBBAG. ALAT INFORMASI DANRUMAH PERBENDAHARAAN KELENGKAPAN
TANGGA DEWAN

DOKUMENTASI

KASUBBAG. PER- KASUBBAG.
KASUBAG. KASUBBAG. ATURAN PER-UU

PROTOKOL
PERLENGKAPAN AKUNTANSI DAN

PENGKAJIAN

II. SEKRETARIATDEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



3.3 Melaksanakan koordinasi dengan Dinas serumpun guna singkronisasi dan
kelancaran pelaksanaan tugas.
1) Menyiapkan bahan koordinasi

3.2 Merumuskan perencanaan operasional kegiatan dan anggaran bidang
inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu khusus untuk pedoman
operasional pelaksanaan kegiatan.
1) Menelaah pelaksanaan kegiatan dinas;
2) Merancang tahap-tahap kegiatan;
3) Merencanakan sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan anggaran kegiatan.

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang inspektur pembantu

wilayah, inspektur pembantu khusus untuk pedoman pelaksanaan tugas
kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang inspektur pembantu wilayah, inspektur pembantu
khusus untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

INSPEKTUR
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I I 1
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WILAYAH I WILAYAH II WILAYAH III KHUSUS

1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1.1 Kode Jabatan : 14.03.01

III. INSPEKTORATPROVINSIJAWATENGAH

1. NAMAJABATAN
Inspektur.



3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja di bidang pendidikan dan

kebudayaan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pembinaan SMA, pembinaan SMK, pembinaan pendidikan
khusus, pembinaan kebudayaan berdasarkan azas otonomi daerah dan
tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
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1. NAMAJABATAN
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.1 Kode Jabatan : 14.05.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi

IV. DINASPENDIDIKANDANKEBUDAYAANPROVINSI JAWATENGAH



2. RINGKASANTUGASJABATAN
Merumuskan dan menyelenggarakan program, kebijakan teknis, pembinaan,
fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang kesehatan
meliputi bidang kesehatan masyarakat, bidang pengendalian dan pencegahan
penyakit, bidang pelayanan kesehatan, dan bidang sumber daya kesehatan, serta
kesekretariatan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah berdasarkan
azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
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1.2Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

Kepala Dinas Kesehatan

1.1KODEJABATAN: 14.06.01

1. NAMAJABATAN

V. DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH



2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang rancang bangun dan pengawasan, pembangunan jalan
dan jembatan serta saran a prasarana permukiman dan bangunan gedung
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
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1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi

1.1 Kode Jabatan : 14.07.01

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya

VI. DINAS PEKERJAAN UMUM BINAMARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA
TENGAH



3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Perumusan dan penetapan program kerja bidang Sumber Daya Air

Dan Penataan Ruang untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring,
evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknik ,
Bidang Irigasi dan Air Baku , Bidang Sungai Bendungan dan Pantai dan
Bidang Penataan Ruang dan pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan
kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas serta tugas
pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
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1. NAMAJABATAN
Kepala Pekerjaan Umum Umber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi
Jawa Tengah
1.1 Kode Jabatan : 14.08.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

VII. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYAAIR DAN PENATAANRUANG
PROVINSIJAWATENGAH



2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dan bidang
pertanahan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
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1.1 KodeJabatan : 14.09.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

VIII. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
JAWA TENGAH



/

3. RINCIANTUGASJABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang penegakan

produk hukum daerah, ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat untuk pedoman
pelaksanaan tugas kerj a.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

2. RINGKASANTUGASJABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang penyelenggaraan penegakan produk hukum daerah,
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
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1.1 Kode Jabatan : 14.04.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMAJABATAN
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

IX. SATUANPOLISI PAMONGPRAJAPROVINSIJAWATENGAH



pelaporan

pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi

pemantauan,pelaksanaan, bidang

Merumuskan program, kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi,

danevaluasi,
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1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

: 14.10.011.1 Kode Jabatan

: KEPALA DINAS SOSIAL1. NAMA JABATAN

X. DINAS SOSIAL PROVINSI JAW A TENGAH



2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga
kerja dan transmigrasi, hubungan industrial dan jaminan sosial, dan
pengawasan ketenagakerjaan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
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1. NAMAJABATAN
Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.1 Kode Jabatan : 14.11.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi

XI. DINASTENAGAKERJA DANTRANSMIGRASIPROVINSIJAWATENGAH



2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah
daerah.

KEPALA SEKSIDATA
DAN INFORMASI

KEPALA SEKSI
PEMENUHAN HAK

ANAK

KEPALA SEKSI
PARTISIPASI
MASYARAKAT

KEPALA SEKSI
PENGENDALIAN

PENDUDUK

KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN

ANAK

KEPALA BIDANG DATA
DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT

KEPALA SEKSI
KELUARGA
BERENCANA

KEPALA SEKSI
KELUARGA
SEJAHTERA

KEPALA BIDANG
PEMENUHAN HAK

DAN
PERLINDUNGAN

ANAK

KEPALA SEKSI
HUBUNGAN
LEMBAGA

MASYARAKAT

KEPALA BIDANG
PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN

KELUARGA
SEJAHTERA

KEPALA SEKSI
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

KEPALA SEKSI
KUALITAS HIDUP
PEREMPUAN

KEPALA BIDANG
KUALITAS HIDUP

DAN
PERLINDUNGAN
PEREMPUAN

KEPALA BIDANG
KELUARGA

BERENCANA,
ADVOKASI DAN

KIE

SUB BAG
PROGRAM

SUBBAG UMUM
&

KEPEGAWAIAN

SUBBAG
KEUANGAN

SEKRETARIS

1. NAMAJABATAN
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana.
1.1. Kode Jabatan : 14.12.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

XII. DINAS PEMBERDAYAANPEREMPUAN, PERLINDUNGANANAK,
PENGENDALIANPENDUDUK DANKELUARGABERENCANA PROVINSI JAWA
TENGAH



2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang ketersediaan pangan, distribusi dan cadangan pangan,
konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan,
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
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1.1 KodeJabatan : 14.13.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

XIII. DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH



2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang p-enataan, pengkajian dampak dan pengembangan
kapasitas lingkungan hidup, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya
beracun, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup,
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1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
1.1. KodeJabatan : 14.14.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

XIV. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH



3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1. Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang pemberdayaan

masyarakat, desa, kependudukan dan pencatatan sipil untuk pedoman
pelaksanaan tugas kerja.

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang penataan desa, administrasi pemerintahan desa,
pengembangan dan kerjasama desa, pemberdayaan masyarakat, serta
fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah
daerah.
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1.1. KodeJabatan : 14.15.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil

XV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH



3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan rencana strategis dan program kerja bidang

Perhubungan meliputi lalu lintas jalan, angkutan jalan, jaringan
transportasi dan perkeretaapiaan serta pelayaran sebagai pegangan
pelaksanaan operasional tugas;

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi,
dan pelaporan bidang perhubungan meliputi lalu lintas jalan, angkutan
jalan, jaringan transportasi dan perkeretaapiaan serta pelayaran
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
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1.1 KodeJabatan : 14.16.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Perhubungan

XVI. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA TENGAH



3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Mell1muskan dan menetaokan program kerja bidang Komunikasi dan

Informatika untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang informasi dan komunikasi public, statistic, teknologi
informasi dan komunikasi, e-government, persandian dan keamanan
informasi berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
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1.1 Kode Jabatan : 14.17.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.NAMAJABATAN

XVII.DINASKOMUNlKASIDANINFORMATlKAPROVINSIJAWATENGAH



3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang Kelembagaan dan pengawasan Koperasi, bina usaha dan
pemasaran serta restrukturisasi dan pembiayaan KUKM dan pelatihan
KUKMdan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah
daerah.
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1.1 Kode Jabatan : 14.18.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMAJABATAN
Kepala Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

XVIII.DINASKOPERASI, USAHAKECIL DANMENENGAHPROVINSI JAWA
TENGAH



3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pedoman pelaksanaan
tugas kerja.

3. RINCIANTUGAS JABATAN

Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoodinasian, pem binaan, pelaksanaan, peman ta uan, evaluasi dan
pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman
modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman
modal, pengaduan dan peningkatan layanan serta pengelolaan data dan
informasi berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
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1.1 Kode Jabatan: 14.19.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMAJABATAN
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

XIX. DINAS PENANAMANMODALDANPELAYANANTERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1. Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang kepemudaan,

olahraga dan pariwisata untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1)Menelaah program kerja dinas;
2)Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang kepemudaan, keolahragaan, pengembangan destinasi
wisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia dan
ekonomi kreatif berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan
untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.
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KEMITRAAN DAN

KEMITRAAN DAN KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI KEMITRAAN DAN

PEMBINAAN PENGEMBANGAN
KELEMBAGAAN

KELEMBAGAAN USAHA PARIWISATA
PROMOSI KELEMBAGAAN

PEMUDA
OLAHRAGA

PARIWISATA

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA
MANUSIA DAN

EKONOMI KREATIF

KEPALA BIDANG
PEMASARAN
PARIWISATA

KEPALA BIDANG
PENGEMBANGAN

DESTINASI
PARIWISATA

SUBBAGUMUM
&

KEPEGAWAIAN

SUB BAG
KEUANGAN

SUB BAG
PROGRAM

SEKRETARIS

KEPALA BIDANG
KEOLAHRAGAAN

KEPALA BIDANG
KEPEMUDAAN

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata
1.1. Kode Jabatan : 14.20.01

1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

XX. DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA
TENGAH



2. RINGKASANTUGASJABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pembinaanDan Pengembangan Kearsipan, Pengelolaan
Dan Pelestarian Arsip, Layanan Dan Pemanfaatan Arsip Deposit Dan
Pengolahan Bahan Perpustakaan, Pengembangan Perpustakaan serta
Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan azas otonomi daerah dan
tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

.. ':KEPALA DINAS Ell

KEARSIPAN DAN
. 'PERPUSTAKAAN.4,--- - . -

SEKRETARIS
I

I I
SUBBAG SUBBAG SUBBAGUMUM
PROGRAM KEUANGAN &

KEPEGAWAIAN

I I I
Kabid Kabid Kabid DepositPernbinaan, Kabid

Pengernbangan Pengelolaan Layanan Dan Dan Kabid

Dan Dan Pernanfaatan Pengolahan Pengernbangan

Pengawasan Pelestarian Arsip Bahan Perpustakaan

Kearsipan Arsip Perpustakaan

I I I
Kasi Kasi Deposit

Pernbinaan Kasi Akuisisi Kasi Dan Kasi Pernbinaanf-- Dan - - Layanan r-- Pelestarian r--
Pengernbangan Arsip Arsip Bahan Perpustakaan

Kearsipan Perpustakaan

Kasi Akuisisi KasiKasi Kasi Kasi Dan Pengernbangan'--- Pengawasan f-- Pengolahan '----- Pernanfaatan - Pengolahan -
Kearsipan Arsip Arsip Bahan Dan Kerja Sarna

Perpustakaan Perpustakaan

Kasi
'-- Kasi Pernbudayaan

'--
Pelestarian Kegernaran

Mernbaca

La Kode Jabatan : 14.21.01
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMAJABATAN
Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

XXI. DINASKEARSIPANDANPERPUSTAKAANPROVINSIJAWATENGAH



3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Kelautan dan

perikanan untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan Bidang Perikanan Budidaya, Bidang Perikanan Tangkap, Bidang
Kelautan Pesisir dan pengawasan, Bidang Penyuluhan dan Usaha
Perikanan, Pelabuhan Perikanan Pantai, Balai pengawasan dan konservasi
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Balai Budidaya Ikan Air Tawar ,
Balai Budidaya Ikan Air payau laut, Unit Pengembangan Sumber daya
manusia, Pangkalan Pendaratan Ikan, dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

1.~E~4:~ D1Nlt" KELAUTAN i
'l! DAN PERIKANAN

SEKRETARIS
I

I
KASUBBAG

J
I KASUBBAG UMUM IKASUBBAG PROGRAM

KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN

I I I I
KABID PERIKANAN KABID PERIKANAN

KABID KELAUTAN,
KABID PENYULUHAN DAN USAHA

TANGKAP
PESISIRDAN KELAUTAN PERIKANANBUDIDAYA PENGAWASAN

I I I I

KASI PENGELOLAAN
KASI KONSERVASI,

KASI PRODUKSI PENDAYAGUNAAN KASI PENYULUHAN KELAUTANI-- I-- SUMBER DAYA IKAN DAN I-- r-----
PERIKANAN BUDIDAYA PESISIRDAN PULAU- DAN PERIKANAN

KENELAYANAN
PULAU KECIL

KASI SARANA DAN
KASI PENGENDALIAN

- I-- PENANGKAPAN IKAN, e--- KASI PENGELOLAAN I-- KASI PENGEMBANGAN USAHA
PRASARANA PERIKANAN

KAPAL PERIKANAN DAN RUANG LAUT DAN LOGISTIK
BUDIDAYA

ALAT PENANGKAPAN IKAN

KASI KESEHATAN IKAN
KASI PENGAWASAN

KASI KEPELABUHAN SUMBER DAYA KASI BINA MUTU DANL- DAN LlNGKUNGAN '----- '-- ~
PERIKANAN KELAUTAN DAN DIVERSIFIKASI PRODUK

BUDIDAYA
PERIKANAN

1.a KodeJabatan : 14.22.01
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

XXII.DINASKELAUTANDANPERIKANANPROVINSIJAWATENGAH



{

3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1. Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang pertanian dan

perkebunan untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1)Menelaah program kerja dinas;
2)Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3)Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, penyuluhan
pasca panen dan bina usaha, prasarana dan sarana berdasarkan azas
otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi
pemerintah daerah.

I~,Pi;; KEP1{'LADINAS'•.. ~l".
V"', , ' 0'

PERTANIAN DAN
.. PERKEBUNAN

I SEKRETARISI
I

I
SUB BAG SUB BAG SUBBAG UMUM &
PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAlAN

I I I I
KEPALA BIDANG

KEPALA BIDANG
KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG PENYULUHAN PASCA

PRASARANA DAN
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA PERKEBUNAN PANEN DAN BINA

SARANA
USAHA

I I I I I

KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSIKEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI PADI TANAMANl- I-- I-- I-- TANAMAN SEMUSIM I-- PENYULUHANLAHAN
SAYURAN

KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI PASCA
I- KEPALA SEKSI I-- JAGUNG DAN f-- - PANEN DAN

TANAMAN TAHUNAN
r-----IRIGASI

SEREALIA LAINYA
TANAMAN BUAH

PENGOLAHAN

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSI

TANAMAN HIAS KEPALA SEKSI BINAL....- PUPUK DAN '-- ANEKA KACANG .__ '-- TANAMAN REMPAH '--
DANTANAMAN USAHAPEMBIAYAAN DAN UMBI

OBAT DAN PENYEGAR

1.1. KodeJabatan : 14.23.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan

XXIII. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH



3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1. Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang peternakan dan

kesehatan hewan untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1)Menelaah program kerja dinas;

Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang prasarana sarana dan penyuluhan, budidaya, veteriner
berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan untuk
mendukung visi dan misi pemerintah daerah.

I
KA.BIDANG
PRASARANA KA.BIDANG KA.BIDANG
SARANA DAN BUDIDAYA VETERINER
PENYULUHAN

I
KA.SEKSI

KA.SEKSI
KA.SEKSI PENYULUHANr- INOVASI DAN - r--

INFRASTRUKTUR
PERBIBITAN DAN

KEMITRAAN

KA.SEKSI
KA.SEKSI

PENYULUHAN KA.SEKSIr-- - - INOVASI DAN
DAN PRODUKSI

INFRASTRUKTUR
KEMITRAAN

KA.SEKSI
KA.SEKSI

KA.SEKSI PENGAWASAN- PENGOLAHAN '-- -
OBAT HEWAN

DAN
PAKAN

PEMASARAN
TERNAK DAN KEAMANAN

PRODUK HEWAN

2. RINGKASANTUGAS JABATAN

SUBBAG
PROGRAM

SUBBAG
KEUANGAN

SUBBAG UMUM
&

KEPEGAWAlAN

I II
I

SEKRETARlS I

l'~Kli1~ALADIN,AS :
f,PETERNA~f.! DAri~
,ftc KESEHATAN =,
~ ,cIHEWAN ~. "~

1.1. Kode Jabatan : 14.24.01
1.2. Kedudukan dalam Struktur Organisasi:

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

XXIV. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH



3. RINCIAN TUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Perindustrian

dan Perdagangan untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri,
standarisasi dan perlindungan konsumen, industri agro dan industri non
agro berdasarkan azas otonomi daerah untuk mendukung visi dan misi
pemerintah daerah.

~'KEPALADINAS'"
PERlNDUSTRIAN DAN
,tiPERDAGANGAN ,!

SEKRETARIS
I

I
I I I

SUB BAG SUB BAG SUBBAGUMUM
PROGRAM KEUANGAN & KEPEGA WAIAN

I I I
KEPALA BlDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG

KEPALA BIDANG INDUSTRI NON PERDAGANGAN PERDAGANGAN STANDARISASI DAN
INDUSTRI AGRO AGRO DALAM NEGERI LUAR NEGERI PERLINDUNGAN

KONSUMEN

I I J
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

SUMBERDAYA
- PENGEMBANGAN - MANUSIA, - KEPALA SEKSI f-- r-- KEPALA SEKSISUMBERDAYA KREATIVIT AS DISTRIBUSI DAN KEPALA SEKSI PERLIN DUNGANMANUSIADAN DAN INOVASI LOGISTIK EKSPOR IMPOR KONSUMENlNOVASI INDUSTRI NONINDUSTRI AGRO AGRO

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKSl PROMOSl DANf-- SARANA DAN I-- SARAN A DAN - PROMOSI DAN - KERJASAMA - KEPALA SEKSI

PRASARAN PRASARANA INFORMASl PERDAGANGAN TERTIB NlAGA

INDUSTRl AGRO INDUSTRI NON PASAR LUAR NEGERIAGRO

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI
KEPALA SEKSl PENGENDALlAN PENGEMBANGAN KEPALA SEKSI KEPALA SEKSIL.- PENGENDALlAN L.-

OAN INFORMASI
'-- PASAR DAN '--

INFORMASI DAN
L-

STANDARrSASIDAN INFORMASI INDUSTRI NON USAHA DAGANG ANALlSA PASAR INDUSTRIlNDUSTRI AGRO AGRO KECIL
MENENGAH

1.1 Kode Jabatan : 14.25.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMA JABATAN
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

XXV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH



3 RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;

2 RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang Geologi dan Air Tanah, Mineral dan Batubara,
Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan berdasarkan azas otonomi
daerah dan tugas pembantuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah
daerah.

KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL.

SEKRETARJS

SUB BAG SUBBAG SUB BAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN & KEPEGAWAlAN

I
KEPALA BlDANG KEPALA BIDANG KEPALA BlDANO KEPALA BlDANO
OEOLOGIDAN MINERAL DAN KETENAOALlSTRlKAN ENEROI BARU
AIR TANAH BATUBARA TERBARUKAN

I
KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI

PENOUSAHAAN
- KEPALA SEKSI

r+-
BINA - KEPALA SEKSI DAN

PENOUSAHAAN PENGUSAHAAN PEMBINAAN PENOEMBANOAN
AIR TANAH MINERAL DAN KETENAOALISTRIKAN ENEROIBARUBATUBARA TERBARUKAN

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSIKEPALA SEKSI PEMETAAN TEKNIK DAN KEPALA SEKSI
I- PEMBfNAAN AIR - POTENSI DAN '--

LlNGKUNGAN KONSERVASI
TANAH PENOEMBANGAN KET ANAGALlSTRlKAN ENERGI

TEKNOLOGI

KEPALA SUBBlD KEPALA SEKSIPEMETAAN DAN PERHITUNGAN'-- PENOEMBANGAN - PRODUKSITEKNOLOUI AlR MINERAL DANTANAH DAN BATUBARAOEOLOGl

1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1.1 Kode Jabatan : 14.26.01

1. NAMAJABATAN
Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral.

XXVI.DINASENERGI DANSUMBER DAYAMINERALPROVINSIJAWATENGAH



3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan penyusunan rencana kerja bidang perencanaan

pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.
1)Mengkaji Renstra Provinsi Jawa Tengah dan Resntra Badan.
2) Mengkaji Dokumen pelaksanaan tugas.
3) Merumuskan kerangka.
4) Mengarahkan penyusunan konsep dari OPD Provinsi dan Badan.

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Mengelola tugas perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah dengan merumuskan program, kebijakan teknis, pembinaan,
fasilitasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di wilayah
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah .

SEKRETARlS

I I
KASUBBAG KASUBBAG KASUBBAG
PROGRAM KEUANGAN UMPEG

I I I I I
KEPALA BlOANG KEPALA BlOANG KEPALA SIDANG

KEPALA BlOANG PEMERINTAHAN KEPALA BlOANG INFRASTRUKTUR PENYUSUNAN
KELITBANGAN DAN SOSIAL PEREKONOMIAN DAN PROGRAM, MONITORING

IPTEKIN BUDAYA PENGEMBANGAN DAN EVALUASI
WILAYAH PEMSANGUNAN

J I

KASUBBlO KASUBBID
PEMERINTAHAN, KASUBBlO KASUBBID KASUBBlO

_ PENELITIAN DAN r- PEMBERDAYAAN - PERTANIAN DAN - INFRASTRUKTUR - PENYUSUNAN
PENGKAJIAN DAN PROGRAM DANMASYARAKAT KELAUTANIPTEKIN DAN DESA PERHUBUNGAN PEMBANGUNAN

KASUBBlO KASUBBIDKASUBBID PENGEMBANGANKASUBBlO _ PENDIDIKAN DAN KASUBBfD WILAYAH, MONITORING DAN
- PENGEMBANGAN r- EKONOMI DAN r- f- EVALUASI

IPTEKIN MENTAL KETENAGAKERJAAN PERMUKIMAN KINERJASPIRlTUAL DAN
PERTANAHAN PEMBANGUNAN

KASUBBlO
KASUBBID KASUBBID ANALISAKASUBBID SUMBER DAYA DATA,INPORMASIPENERAPAN DAN KASUBBID KEUANGAN,

L- KESEJAHTERAAN ALAM DAN - DAN PELAPORANPEREKAYASAAN L- - KERJASAMA DAN -
SOSIAL INVESTASI LINGKUNGAN KINERJAIPTEKIN HIDUP PEMBANGUNAN

l.a KODE JABATAN : 14.27.01
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMAJABATAN
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan
Daerah

XXVII.BADANPERENCANAANPEMBANGUNAN,PENELITIANDAN
PENGEMBANGANDAERAH PROVINSI JAWATENGAH



2. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pengolahan data dan pengembangan pendapatan, pajak
kendaraan bermotor, retribusi dan pendapatan lain, evaluasi dan

Kepala Badan
Pengelola

Pendapatan Daerah

SEKRETARIS I
I J

Kasubag Kasubag Kasubag
Umum danProgram Keuangan Kepegawaian

I I
Kepala Bidang Kepala Kepala

Pengolahan Bidang Bidang Kepala BidangRetribusiData Dan Pajak Dan Evaluasi Dan
Pengembangan Kendaraan Pendapatan Pembinaan
Pendapatan Bermotor Lain

I I
Kepala

Kepala Subbid Subbid Kepala- Pengolahan I-- Penetapan - Subbid f-- Kepala Subbid
Data Pajak Retribusi Valbin PKB

Pendapatan Kendaraan Daerah
Bermotor

Kepala Kepala SubbidKepala Sub bid Subbid Kepala
I-- Pengembangan - Pelaporan r---- Subbid t--- Valbin

Retribusi danSistem Dan Pajak Lain- PendapatanInformasi Keberatan Lain
PKB Lain

Kepala

Kepala Subbid Subbid Kepala'-- '--
Pendataan

.._ - Kepala SubbidPengembangan Dan Subbid Valbin SumberPotensi Penagihan Pendapatan DayaPendapatan Piutang Lain-Lain

PKB

1.1 Kode Jabatan 14.28.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

: Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah.1. NAMA JABATAN

XXVIII. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang keuangan dan

aset daerah untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

KEPALA BADAN
PENGELOLA

KEUANGAN DAN
ASETDAERAH

I SEKRETARIS
JI

I I
SUBBAG SUBBAG SUBBAG UMUM
PROGRAM KEUANGAN &

KEPEGAWAIAN

I I I

KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANGPERBENDAHARAANANGGARAN AKUNTANSI DAN KAS DAERAH ASETDAERAH

I I I
KASUBID KASUBID PEREC.KASUBID KASUBID PERBEND. BID.

- AGGARANBID. - AKUNTANSI BID. - PEMERINTAHAN • r- PENGADAAN&
PEMANFAATANASETPEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PENDIDIKAN DAN DAERAHKESRA

KASUBID KASUBID KASUBID KASUBID
AGGARAN AKUNTANSI PERBEND. PENATAUSAHAAN

r- BID. EKONOMI r- BID. EKONOMI r- BID. EKONOMI DAN r- BARANG DAERAH
DAN DAN DAN STATUS

PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PENGUNAANASET

KASUBID KASUBID !<ASUBIDPERUBAHANAGGARAN KASUBID.__ BID. '-- AKUNTANSI BID. '-- PENGELOLAAN - STATUS HUKUM DAN

PENDIDIKANI PENDIDI KANI KAS DAERAH PENGAMANAN

DAN KESRA DAN KESRA ASETDAERAH

l.1 Kode Jabatan : 14.29.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1.NAMAJABATAN
Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

XXIX. BADANPENGELOLA KEUANGANDANASET DAERAHPROVINSI JAWA
TENGAH



3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang Kepegawaian

un tuk pedoman pelaksanaan tugas kerj a.
1)Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

kerja, kebijakan teknis,
pemantauan, evaluasi, dan

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan,
pelaporan bidang manajemen kepegawaian.

,'" KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN

DAERAH

SEKRETARlS I
I I

SUB BAG SUB BAG SUBBAG UMUM &
PROGRAM KEUANGAN KEPEGAWAIAN

I I
KABID KABIDPERENCANAAN
DAN KABlD MUTASI PEMBlNAAN DAN KABID lNFORMASI

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN KEPEGA WAIAN

PEGAWAI PEGAWAI

I I

KASUBBID KASUBBID KP KASUBBID KASUBBlD
I-- FORMASI DAN - DAN LAYANAN f-- PEMBlNAAN r-- PENGELOLA DATA

PERENCANAAN ADM. KEPEG KEPEGA WAlAN

KASUBBID KASUBBID KASUBBID KASUBBID

- JABATAN - PEMINDAHAN
f-- KESEJAHTERAAN - DOKUMENTASI

STRUKTURAL DAN PEGAWAI DATA
PEMBERHENTIAN KEPEGA WAIAN

KASUBBID KASUBBID

- PENGEMBANGAN '-- KASUBBlD - PENGELOLA
JABATAN PENGANGKATAN KORPS PROFESI

FUNGSIONAL ASN

a.KODE JABATAN :14.30.01
b.KEDUDUKAN DALAMSTRUKTUR ORGANISASI :

1. NAMAJABATAN
Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

xxx. BADANKEPEGAWAlANDAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



{

2. IKHTISARJABATAN:
Merumuskan bahan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia ASN meliputi pelaksanaan Pengembangan Sumber
Daya Manusia ASN, pengembangan kompetensi teknis, pengembangan
kompetensi jabatan fungsional, serta pengembangan kompetensi
manajerial.

KEPALA BADAN
PENGENmANGANSUMBER
DAYA_MANUSIADAERAH

SEKRETARIS I
I I

SUB BAG SUBBAG SUBBAG UMUM &
PROGRAM KEUANGAN KEPEGA WAlAN

I I
KEPALA BlDANG KEPALA BlDANG KEPALA BlDANG

SERTIFIKASI KEPALA BlDANG PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMPETENSI
PENJAMlNAN MUTU KOMPETENSI TEKNIS JABATAN MANAJERIALFUNGSIONAL

I I

KEPALA SUB BlDANG KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BlDANG
KEPALA SUB BfDANG PELATIHAN PENGEMBANGAN

I-- SERTIFIKASI I-- PENGEMBANGAN r-- PEMBENTUKAN - KOMPETENSI
KOMPETENSI KOMPETENSI TEKNIS JABATAN PIMPlNANUMUM FUNGSIONAL PERANGKA T DAERAH

KEPALA SUB BlDANG KEPALA SUB BIDANGPENGEMBANGAN KEPALA SUB BlDANG KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGANI-- PERANGKAT - - PELATIHAN -
PEMBELAJARAN DAN PENGEMBANGAN PENJEJANGAN KOMPETENSI

TENAGA KOMPETENSI TEKNIS JABATAl\1 KEPEMIMPlNAN
PENGEMBANG INTI FUNGSIONAL JABATAN TrNGGI DAN

KOMPETENSI ADMINISTRATOR

KEPALA SUB BlDANG KEPALA SUB BIDANG
KEPALA SUB BfDANG KEPALA SUB BlDANG PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN

PENGENDALIAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKN1S KOMPETENSI

- MUTU DAN - KOMPETENSI TEKNIS '-- JABATAN ...__ KEPEMIMPlNAN
KERJASAMA PILIHAN JABATAN PENGAWASFUNGSIONAL DAN PRAJABATAN

1.3. Kedudukan Dalam Struktur Organisasi :

14.31.01

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Sekretaris Daerah

1.1. Kode Jabatan

1.2. Unit Kerja

Eselon I

Sumber DayaKepala Badan Pengembangan
Manusia Daerah

1. Nama Jabatan

XXXI. BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI
JAWATENGAH
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3. RINCIAN TUGAS JABATAN.
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang kesatuan bangsa

dan politik untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja;
1) Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;.
4) Merumuskan kerangka acuan kerja;

2. RINGKASAN TUGAS JABATAN.
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang idiologi dan kewaspadaan, ketahanan bangsa, dan politik
dalam negeri untuk mendukung visi dan misi pemerintah daerah;

'" KEPALA BADAN
KESATUAN BANGSA

DAN POLITIK

I SEKRETARIS
II

I
I I I

SUBBAG SUBBAG
SUBBAG UMUM

PROGRAM KEUANGAN &
KEPEGA WAIAN

I I
KABID KABID KABID

IDEOLOGI DAN KETAHANAN POLITIK DALAM
KEWASPADMN BANGSA NEGERI

I I
KA SUBBID KA SUBBID

KA SUBBID KETAHANAN SISTEM
- IDEOLOGI - SENI&

,__ IMPLEMENTASI
DANWAWASAN BUDAYA, DAN
KEBANGSMN AGAMA& KELEMBAGMN

KEMASY POLITIK

KA SUSBID
KA SUBBID KA SUBBID PEMILU,

- KEWASPADMN '-- KETAHANAN '-- PENDIDlKAN
NASIONAL EKONOMl DAN BUDAYA

POLITIK

1. NAMA JABATAN
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah
l.a Kode Jabatan : 14.33.01
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi

XXXII. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH



tugas;
1) Menelaah program - program sebelumnya dan program instansi

serumpun;
2) Meraneang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Mereneanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan kerangka aeuan kerja dan reneana operasional.

strategis dan program kerja bidang
sebagai pegangan pelaksanaan operasional

3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan reneana

penanggulangan bene ana

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan program kerja, kebijakan teknis, pengkoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penanggulangan
beneana.

KEPALA PELAKSANA
HARIAN BADAN

PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH

I SEKRETARIS II

I I
SUBBAG SUB BAG SUBBAG UMUM

&PROGRAM KEUANGAN KEPEGA WAIAN

I I I
KEPALA KEPALA

KEPALA BlDANG BLDANG KEPALA BlDANGBlDANG PENANGANAN REHABILIT ASI LOGISTIK DANPENCEGAHAN & DMURAT & PERALATANKESIAPSIAGAAN REKONSTRUKSI

I I I
KEPALA SEKSI

KEPALA SEKSI PENYELAMATAN, KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI- I- EVAKUASI & f-- -PENCEGAHAN PENANGANAN REHABILITASI LOGISTIK

PENGUNGSI

KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI'--
KESIAPSIAGAAN

'-- SARPARS '--
REKONSTRUKSI

'--
PERALATANDMURAT

La KODE JABATAN : 14.34.01
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMAJABATAN
Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah

XXXIII.BADANPENANGGULANGANBENCANADAERAH PROVINSI JAWATENGAH



3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja di lingkungan RSUD Dr.

Moewardi berdasarkan rencana strategis RSUD Dr. Moewardi sebagai
pedoman pelaksanaan tugas
1)Menelaah program kerja din as
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan
4) Merumuskan kerangka acuan kerja

2. RINGKASANTUGAS JABATAN
Merumuskan, menetapkan dan menyelenggarakan program kerja , Standar
Pelayanan Minimal Perencanaan Operasional Kegiatan, Pengelolaan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengabdian masyarakat dalam bidang
kesehatan, serta pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan,
pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia di Lingkungan RSUD Dr.
Moewardi

DIREKTUB RStJO.
Dr. M(;)EWARDI

WAKIL DIREKTUR
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ATAN NG 51 TAN N

N- ~ - __j ,----J ,----J __j __j __j __j

KEPALA KEPALA KEPALA
KEPALA KEPALA KEPALA

SEKSI SEKSI SEKSI KEPALA KEPALASEKSI
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PELAYAN PELAYAN PELAYAN KEUANGA BANGAN PROGRA TATA ADMINIS AN DAN
AN AN EYAlUASI

NDAN PENDAPA USAHA PELATIHAAN ANGGAR M TRASI
MEDIS KEPERAW PENUNJA MANAJE TAN PEGWAI N

ATAN NG AN MEN

KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA KEPALA
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI

KEPALA SEKSI
KEPALA KEPALA SUB BAGMUTU MUTU PERBEND KEPALA SUB BAG~ MUTU - PELAYAN ~ PELAYAN ~ AHARAA ~ SEKSI ~ PENATAU t-- SUB BAG t-- HUKUM t-- SUB BAG I- PENElITl

PELAYAN AN VERIFIKA SAHAAN MONEY DAN MUTASI AN DAN
AN AN N DAN 51 PENDAPA PEGAWAI PERPUST

KEPERAW PENUNJA PENATAU HUMASMEDIS TAN AKAAN
ATAN NG SAHAAN

KEPALA
KEPALA KEPALA KEPALA SUB BAG
SUB BAG SUB BAG SUB BAG KERJASA- PEMASAR - RUMAH

- PENGEM - MA
AN TANGGA BANGAN PENDIDIK

PEGAWAl AN

1.1 Kode Jabatan : 14.35.01
1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi

XXXIV.RUMAHSAKITUMUMDAERAH
1. NAMAJABATAN

Direktur RSUD Dr. Moewardi
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3.2 Merumuskan dan menetapkan Standar Pelayanan Minimal di
lingkungan RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebagai pedoman
pelaksanaan pelayanan kesehatan;
1)Menelaah standar pelayanan minimal;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan standar pelayanan minimal;

3. RINCIANTUGAS JABATAN
3.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja di lingkungan RSJD

Dr. Amino Gondohutomo berdasarkan rencana strategis sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;
1)Menelaah program kerja dinas;
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan kerangka acuan kerja.

2. IKHTISARJABATAN
Merumuskan, menetapkan dan menyelenggarakan program kerja,
Standar Pelayanan Minimal , Perencanaan Operasional Kegiatan,
Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pengabdian masyarakat
dalam bidang kesehatan, serta pengembangan dan peningkatan mutu
pelayanan, pengelolaan keuangan dan Sumber Daya Manusia di
Lingkungan RSJD Dr Amino Gondohutomo

DIREKTURRSJDDR.
AMINO

GONDOHUTOMO

WAKIL DIREKTUR WAKIL DIREKTUR
PELAYANAN MEDIS ADMINISTRASI
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RUJUKAN K
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1.2 Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

: 14.39.011.1 Kode J abatan

: DIREKTUR1. NAMAJABATAN

XXXV.RSJD Dr. AMINOGONDOHUTOMO



5. RINCIAN TUGAS JABATAN
5.1 Merumuskan dan menetapkan program kerja bidang penghubung

untuk pedoman pelaksanaan tugas kerja.
1)Menelaah program kerja dinas;
2)Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
3)Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan;
4)Merumuskan kerangka acuan kerja.

5.2 Merumuskan perencanaan operasional kegiatan dan anggaran
bidang penghubung untuk pedoman operasional pelaksanaan
kegiatan.
1)Menelaah pelaksanaan kegiatan dinas;
2)Merancang tahap-tahap kegiatan;
3)Merencanakan sumber daya yang dibutuhkan;
4) Merumuskan anggaran kegiatan.

5.3 Melaksanakan koordinasi dengan Dinas serumpun guna
singkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.
1)Menyiapkan bahan koordinasi
2) Mengadakan rapat koordinasi
3)Mengadakan kontak melalui saran komunikasi
4) Mengkomunikasikan hasil koordinasi dengan pimpinan

4. RINGKASAN TUGAS JABATAN
Merumuskan dan menetapkan program kerja, kebijakan teknis,
pengoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan bidang pelayanan hubungan antar lembaga dan masyarakat,
promosi dan informasi, anjungan taman mini indonesia indah.

MASYARAKAT
DAN

HUBUNGAN

KASUBBIDPELAYANAN DAN KASUBBID
ANJUNGAN
TAMAN MINI

INDONESIA INDAH
INFORMSIANTAR LEMBAGA

PROMOSI DAN

KASUBBID

I

KASUBBAG
TATA USAHA

I

I

KEPALA BADAN
PENGHUBUNG

2. KODE JABATAN :14.32.01
3. KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI :

1. NAMA JABATAN
Kepala Badan Penghubung

XXXVI. BADAN PENGHUBUNG PROVINSI JAWA TENGAH



3.1 Menyusun rencana operasional kerja di bidang Anjungan Jawa Tengah
TMII berdasarkan program kerja Badan serta petunjuk pimpinan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas
1) Menelaah program kerja sekretariat daerah
2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja

3. RINCIANTUGAS JABATAN
Pengelolaan Anjungan baik perawatan, pemeliharaan dan pengelolaan
sumber Pendapatan Asli Daerah, Pelayanan Tamu Pejabat Kab/Kota se Jawa
Tengah di Anjungan Jawa Tengah TMII, Pelayanan terhadap Pengunjung baik
wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, Fasilitasi kegiatan­
kegiatan Pementasan seni budaya di Anjungan Jawa Tengah

2. RINGKASANTUGAS JABATAN/IKHTISARJABATAN
Menyusun bahan program kerja, kebijakan teknis, pengoordinasian,
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Anjungan Jawa
Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Jakarta, Memfasilitasi Kabupaten
/ Kota yang akan melaksanakan Pementasan kesenian di TMII, Fasilitasi
kerjasama Anjungan Jawa Tengah dengan Manajemen TMII, Fasilitasi
Kerjasama Anjungan-anjungan daerah dilingkungan TMII.

KASUBBID
PROMOSI DAN
INFORMASI

KASUBBAG
TATA USAHA

KEPALA BADAN

KASUBBID
PELAYANAN DAN

HAL& MASY

l.a KODE JABATAN: 14.32.4
1.b Kedudukan dalam Struktur Organisasi :

1. NAMAJABATAN
Kepala Sub Bidang Anjungan Jawa Tengah TMII

BADANPENGHUBUNGPROVINSIJAWATENGAH



3.8 Melaksanakan Pengelolaan Retribusi Persewaan Anjungan Jawa Tengah
untuk menopang PADJawa Tengah
1) Melaksanakan Koordinasi dengan Pejabat yang bersangkutan
2) Menyiapkan sarana dan prasarana

3.7 Menyelia pelaksanaan Pemanduan tamu agar tamu mendapatkan
pelayanan yang baik.
1) Menyiapkan materi fasilitasi
2) Memberikan keterangan yang baik dan benar
3) Mengevaluasi hasil pelaksanaan
4) Menyusun Laporan Pelaksanaan

3.6 Melaksanakan Pengadministrasian Anjungan Jawa Tengah di TMII
Jakarta, untuk mempermudah Pengunjung dalam mendapatkan
informasi tentang Jawa Tengah
1) Menyiapkan materi fasilitasi
2) Menyiapkan bahan promosi
3) Menyiapkan bahan informasi
4) Menyebarluaskan promosi

3.5 Melaksanakan penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi seni dan budaya
Jawa Tengah agar tertata rapi dan berjalan lancar
1) Mengontrol kondisi sarana dan prasarana
2) Melaksanakan penataan Sarana dan prasarana
3) Menyelia pelaksanaan kegiatan
4) Menyusun laporan kegiatan

3.4 Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang Anjungan Jawa
Tengah TMII untuk memperlancar Pelaksanaan kegiatan yang ada di
Anjungan

1) Mengkaji regulasi yang masih relevan
2) Mempelajari permasalahan yang akan diatur
3) Mengonsep bahan
4) Menguji dan menvalidasi bahan

3.3Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Sub Bidang di Badan
Penghubung, Protokoler Lembaga Pemerintah Pusat dan Kementrian
dengan mengkoordinasikan tugas kepada badan Penghubung guna
singkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas.

1) Menyiapkan bahan koordinasi
2) Mengadakan rapat koordinasi
3) Mengadakan kontak melalui saran komunikasi
4) Mengkomunikasikan hasil koordinasi dengan pimpinan

3.2 Mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan mengenai
Anjungan Jawa Tengah TMII sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
1) Membaca aturan
2) Meresum aturan
3) Mengkorelasikan dengan obyek kerja
4) Mencatat permasalahan yang kurang sesuai

3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam
pelaksanaan program kerja

4) Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional
dalam pelaksanaan program kerja.



4 WEWENANG
1) Meminta bahan rencana strategis dan program kerja.
2) Meminta bahan Koordinasi dan Susunan Program Kegiatan
3) Menentukan bahan teknik koordinasi tugas.
4) Menentukan teknis perumusan bahan kebijakan teknis
5) Menggunakan sarana dan prasarana untuk Fasilitasi Kabupaten / kota

dalam melaksanan Pementasan kesenian di Anjungan
6) Memberikan Informasi bagi masyarakat umum maupun manca negara

tentang Jawa Tengah
7) Menentukan bahan Teknis dalam Pelayanan Tamu
8) Menentukan teknis Pengelolaan Anjungan
9) Menentukan Teknis Pemeliharaan dan Keamanan Wahana Anjungan
10) Menggunakan sarana dan prasarana, menegur tamu yang tidak

mematuhi peraturan.
11) Menentukan nilai kinerja bawahan

3.13 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan,
baik lisan maupun tertulis sebagai ujud loyalitas dan kerjasama
yang baik.
1)Memahami dan mencermati perintah atasan
2) Menyiapkan bahan pelaksanaan tugas
3) Melaksanakan tugas
4) Melaporkan hasil tugas

3.12 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai wujud
akuntabilitas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
1) Menyusun bahan laporan
2) Mengonsep laporan
3) Menyampaikan laporan

3.11 Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memperoleh informasi
terhadap capaian kinerja bawahan
1)Mempelajari SKP bawahan
2)Mempelajari buku catatan penilaian
3)Melalukan penilaian bawahan
4) Mengkoordinasikan hsil penilaian dengan atasan

3.10 Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Wisma Jawa Tengah di Jakarta
1 Melaksanakan administrasi wisma
2 Menyiapkan Fasilitas Wisma
3 Memeriksa kelengkapan wisma
4 Melaksanakan pembinaan SDMpengelola wisma
5 Melaksanakan penyediaan akomodasi dan konsumsi

3.9 Melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Anjungan Jawa
Tengah agar keamanan dilingkungan Anjungan Jawa Tengah lebih
Kondusif
1 Melaksanakan Koordinasi dengan Instansi yang bersangkutan
2 Menyiapkan sarana dan prasarana
3 Melaksanakan pelayanan pejabat.
4 Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan

3) Melaksanakan pelayanan pejabat
4) Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan.



8. PERANGKATKERJA :
1) ATK:untuk mencukupi kebutuhan administrasi
2) Computer jLaptop: : untuk mencukupi kebutuhan administrasi
3) Internet: untuk mencukupi kebutuhan administrasi
4) Telpon: untuk komunikasi secara cepat
5) Mobil: untuk operasionallapangan
6) Peraturan Daerah Tarif Wisma: untuk pedoman tugas pelayanan
7) Program kerja dan Rencana kegiatan (RKAjRKO): untuk pegangan

operasional
8) Sarana, Prasarana dan fasilitas Wisma: untuk pelayanan tamu
9) Aula j Gedung : untuk Pementasan kesenian
10) Disposisi pimpinan: untuk menentukan arah tugas

7. BAHAN KERJA.
1) Data Base Pejabat : untuk program Pelayanan
2) Data Base Obyek tentang Jawa Tengah = untuk informasi masyarakat

umum dan mancanegara
3) Informasi Kegiatan Seni Budaya KabjKota se Jawa Tengah = untuk

Pementasan di Anjungan

6.HASILKERJA
1) Rencana kegiatan bulanan (satuan: Dokumen)
2) Terfahaminya regulasi ( satuan : kegiatan)
3) Sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas (Satuan: Kegiatan).
4) Bahan perumusan kebijakan teknis (Satuan: Dokumen).
5) Terwujudnya Jawa Tengah sebagai pusat Destinasi ( satuan: dokumen)
6) Terfasilitasinya kegiatan Pementasan Seni Budaya Kab/Kota se Jawa

Tengah (satuan: Kegiatan)
7) Terfasilitasinya tamu masyarakat umum dan mancanegara (satuan:

kegiatan )
8) Terkelolanya Retribusi Persewaan Anjungan Jawa Tengah untuk

menopang PADJawa Tengah
9) Terkelolanya Terkelolanya dan tertatanya wahana Anjungan ( satuan:

kegiatan)
10) Terkelolanya Wisma (Satuan: Kegiatan).
11) Nilai kinerja bawahan ( satuan = kegiatan )
12) Laporan pelaksanaan tugas (Satuan: Dokumen).
13) Terlaksananya tugas kedinasan lain (satuan: Kegiatan).

5 TANGGUNGJAWAB
1) Kebenaran rencana kegiatan bulanan.
2) Keakuratan regulasi yang dipilih
3) Kesesuaian teknis pelaksanaan koordinasi.
4) Kebenaran bahan perumusan kebijakan teknis
5) Keakuratan dalam memberikan informasi tentang Jawa Tengah
6) Kesesuaian dan Kelancaran dalam memfasilitasi Pementasan Seni Budaya

Kab/Kota se Jawa Tengah
7) Kualitas dalam pelayanan tamu masyarakat umum maupun manca negara
8) Kelancaran dalam Pengelolaan Anjungan
9) Kualitas Wisma
10) Kualitas dan keindahan Wahana Anjungan
11)Kesesuaian nilai kinerja bawahan
12) Kebenaran laporan pelaksanaan tugas.
13)Kesesuaian pelaksanaan tugas kedinasan lain

12) Meminta bahan laporan pelaksanaan tugas.
13) Menolak pelaksanaan_tugas non kedinasan lain.



13.7. PENGALAMANKERJA:
Jabatan Pelaksana teknik tinggi non teknis 5 Th

13.6. KURSUS / PELATIHAN:
1) Pelatihan View dan Estetika
2) Diklat Pemasaran

13.5. PENDIDlKAN:
S.l Non Teknis

13.4 KETERAMPILAN:
1) Melakukan kegiatan Kehumasan;
2) Melakukan koordinasi dengan Unit./Lembaga terkait;
3) Menyiapkan Informasi yang dibutuhkan ten tang pelayanan tamu

13.2 KELAS / NILAIJABATAN: 8 / 132

13.3 PENGETAHUAN:
1) Kehumasan
2) Manajemen Pelayanan Umum
3) Pelayanan Prima

13.1 PANGKAT:
III/ c (Penata

13. SYARATJABATAN

12. KEMUNGKINANRESIKO BAHAYA
Tidak ada Resiko

11. UPAYAFISIK
1) Berdiri lama dalam rangka Koordinasi Pengelolaan Anjungan
2) Duduk lama dalam Pembuatan Laporan koordinasi tugas
3) Berjalan lama dalam Pemeliharaan dan Keamanan Wahana

Anjungan

10. KEADAANTEMPAT KERJA
Kadang-kadang di ruangan sejuk, luas dan tertutup, kadang-kadang di ruang
terbuka, suhu tidak menentu dan cuaca labil dalam rangka pelayanan tamu.

9. HUBUNGAN JABATAN.
1) Bagian Protokoler : Dalam rangka koordinasi pelayanan pejabat, tamu
mancanegara

2) Para Kasub Bidang di Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah : Dalam
rangka Koordinasi



13.10. KONDISI FISIK
1) Pria / Wanita
2) Ketahanan Stamina Bagus
3) Tidak Cacat fisik guna Pendampingan Pelayanan

1) Penyusunan Bahan Program Kerja Kegiatan dan Anggaran Anjungan
2) Penyusunan Bahan Kebijakan Teknis Pengelolaan BUMD
3) Pengelolaan Pemanfaatan Anjungan untuk Promosi Daerah dan

Internasional
4) Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah
5) Pengelolaan Informasi seni budaya Jawa Tengah

13.9. KOMPETENSI TEKNIS

NO. KOMPETENSI LEVELKOMPETENSI

1. Perencanaan (Per) Menyusun rencana operasional sesuai
program kerja (Per.3)
Mengungkapkan pendapat./ ide/ informasi

2. Komunikasi Lisan (Komlis) dengan kalimat yang sistematis dan
dimengerti orang lain (Komlis.3)

3. Pengorganisasian (P) Melakukan monitoring dan evaluasi secara
berkala selama kegiatan berlan_g_sung(P.2)
Mengkaji proses pengambilan kesimpulan

4. Berpikir Konseptual (BK) / formulasi -formulasi pola hubungan
informasi (BK.3)

5. Inovasi (Inov) Menentukan alternatif ide yang mungkin
dapat diterapkan (Inov.3)
Membangun keterbukaan dalam menjalin

6. hubungan antar individu maupun
Interaksi Sosial (IS) kelompok

_(ls.2)

7. Memanfaatkan peluang dalam rangka
Kewirausahaan (Ke) optimalisasi organisasi (Ke.2)

Pengambilan Keputusan Membuat keputusan yang dapat
8. mengakomodir kepentingan semua pihak(PK) (PK.3)

Berfikir Analitis (BA) Mengidentifikasi faktor-faktor potensial
9. permasalahan yang berdampak kepada

keberlangsungan organisasi (BA.3)
Mengingatkan orang lain untuk bertindak

10. Integritas (Int) sesuai dengan nilai, norma dan etika
organisasi dalam segala situasi dan kondisi
(Int.3)
Memberikan pujian yang obyektif secara

10. Kerja Sama (KS) terbuka kepada orang lain yang berkinerja
baik dalam kelompok (KS.4)

13.8 KOMPETENSI MANAGERIAL
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